BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
1.1 Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya,
maka dapat disimpulkan bahwa Peranan Camat Dalam koordinasi Pembangunan
infrastruktur Desa Di Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka sesuai dengan
hasil analisa masalah data yang dilakukan dimana peneliti dapat menyimpulkan
bahwa Peranan Camat Dalam koordinssi Pembangunan infrastruktur Desa Di
Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka tetap terlaksana dengan baik
walaupun ada kendala-kendala yang peneliti temukan dalam pelaksanaannya di
kantor Kecamatan.

Dalam tahap ini peneliti mengambil kesimpulan sesuai dengan hasil penelitan
sebagai berikut:

Pengawasan Langsung (direct control Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan pada kantor Camat Malaka Timur bahwa terkait dengan pengawasan
secara langsung, bahwa pengawasan yang dilakukan secara langsung adalah
Program pembangunan di desa dilaksanakan dengan bermusyawara dengan camat,
BPD, Dusun dan pandangan dari masyarakat bawah pembangunan di desa sudah
cukup merata karna melalui hasil musyawara bersama .

1. Pengawasan tidak langsung (indirect control) Dalam melaksanakan Program
Kegiatan di Tingkat Kecamatan Malaka Timur dibutuhkan dukungan Dana

yang memadai serta pemberian sarana dan prasarana pendukung yang bisa
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dipakai untuk melaksanakan semua program kegiatan Tingkat Kecamatan
Malaka Timur.

2. Pengawasan tidak langsung (indirect control) Pada Kantor Camat Malaka
Timur bahwa Pengawasan tidak langsung (indirect control) Camat tidak turun
langsung untuk mengawas,akan tetapi Camat memberikan wewenang kepada
BPD dan aparat desa. Dan pembangunan yang di lakukan di desa sesuai
keinginan masyarakat akan tetapi banyak masyarakat yang kecewa karna
keterlambatan material pembangunan.

1.2 Saran.
Dengan berpedoman pada kesimpulan, maka peneliti dapat memberikan
saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat kantor camat
Kecamatan harus lebih memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dasar dari
masyarakat melalui program-program pemerintah yang langsung menyentuh
kepada masyarakat disertai dengan kesadaran masyarakat itu sendiri untuk
terlibat aktif dalam pelaksanaan semua program pemerintah.

2. Bagi anggota Staf kecamatan
Memberi dukungan kepada Pemerintah Kecamatan berupa dukungan Dana,
Sarana dan prasarana sehingga memudahkan pemberian pelayanan kepada

masyarakat dalam wilayah Kecamatan Malaka Timur
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3. Kepada seluruh elemen masyarakat
Mengontrol serta memberikan perhatian terhadap penyelenggara Pemerintah
agar lebih fokus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama

mengerti tentang tugas pokok dan fungsinya.
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